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Abstrak

Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan kepada produk makanan dan minuman,
produk bahan baku, produk bahan tambahan pangan, dan produk bahan penolong
untuk produk makanan dan minuman, serta bagi produk hasil sembelihan dan jasa
sembelihan terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (PP No. 39
Tahun 2021, pasal 139-140). Strategi percepatan sertifikasi halal sangat diperlukan
mengingat banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum ter-
layani. Strategi percepatan ini dapat dicapai dengan mengandeng pihak ketiga seperti
universitas melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) melakukan kegiatan tersebut melalui enam langkah strate-
gis: (1) pendataan dan kurasi UMKM potensial, (2) penjaringan pendamping proses
produk halal (P3H), (3) pelatihan P3H, (4) pelatihan kader penggerak halal/UMKM,
hingga (5) pendataan lanjutan dan proses pendampingan, serta (6) pendaftaran pen-
gajuan sertifikat halal. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan pada UMKM yang
bergerak pada bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710) dan Industri kue
basah (KBLI 10792) khususnya di area Surabaya dan Mojokerto; mengingat UMKM
produk makanan minuman merupakan bagian besar bidang usaha yang digeluti oleh
pelaku UMKM. Terdapat 65 UMKM yang didampingi untuk pengajuan program
self-declare kali ini. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 48 sertifikat halal telah ter-
bit dari 41 UMKM yang didamping; atau dengan kata lain, 63,08% UMKM berhasil
terfasilitasi dan mencapai target.
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1 PENDAHULUAN
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1.1 Latar Belakang
Umat muslim Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar $184 Milliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi
$281,6 Miliar pada tahun 2025. Oleh karena itu pangsa pasar untuk produk halal sangatlah menjanjikan. Salah satu Upaya untuk
mengisi potensi pengembangan industri halal adalah dengan sertifikasi produk halal. Sebagaimana mandat Undang-Undang No
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia
wajib bersertifikasi halal, tak terkecuali bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) [1]. Penahapan pertama
terkait kewajiban bersertifikat halal diberlakukan kepada produk makanan dan minuman, produk bahan baku, produk bahan
tambahan pangan, dan produk bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta bagi produk hasil sembelihan dan
jasa sembelihan terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 [2].

Mayoritas UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan sehingga diperlukan langkah strategis untuk mendukung suksesnya
penahapan pertama sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024; mengingat jumlah UMKM sektor makanan di Indonesia mencapai
1,51 juta unit usaha pada tahun 2020 [3]. Proporsi IMK sektor makanan mencapai 36% dari seluruh IMK nasional, 4,21 juta
unit usaha. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh 4,62% (yoy) pada
kuartal II/2023, walaupun nilai nya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya; namun kenaikan tersebut menunjukkan bahwa
industri mamin masih cukup menjanjikan [4]. Selain itu, data BPS per 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 4.339.228 dan
47% nya bergerak di industri makanan (1.592.318). Sedangkan UMKM yang telah tersertifikasi halal hanya sebesar 1.134.425
dan sisanya belum tersertifikasi [5]. Namun angka tersebut tidaklah absolut, mengingat angka tersebut belum mencakup data
kemungkinan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha atau adanya pelaku usaha yang belum terdata oleh BPS.

Oleh karena itu, sejak 2019, pemerintah telah mencanangkan skema Sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau lebih
dikenal dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) [6]. Skema ini adalah pengajuan sertifikasi halal yang didasarkan atas
pernyataan Pelaku Usaha (PU) atas kehalalan dari produk yang dihasilkannya. Para PU, melalui skema ini dapat mengajukan
SEHATI dengan mendaftarkan kehalalan bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksinya dengan penyertaan informasi
Sertifikat Halal (SH) seperti nomor SH dan masa berlakunya. Program SEHATI ini merupakan salah satu cara percepatan untuk
mencapai target 10 juta sertifikasi halal per tahun [7].

Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH-ITS) turut berkontribusi dalam mewujudkan pengembangan
sistem jaminan halal di Indonesia melalui program pengabdian Masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu adanya
kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM khususnya UMKM penghasil produk makanan-minuman
baik melalui pengajuan sertifikasi halal self-declare ataupun regular area Mojokerto dan Surabaya. UMKM penghasil produk
makanan-minuman umumnya termasuk pada penggolongan bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710) dan Industri kue
basah (KBLI 10792). Kedua KBLI tersebut merupakan bagian besar bidang usaha yang digeluti oleh pelaku UMKM, sehingga
sangatlah tepat jika mereka mendapatkan prioritas pendampingan.

1.2 Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan
Melihat masih banyaknya pelaku usaha UMKM, khususnya produk makanan dan minuman, yang belum terjangkau sertifikasi
halal dan semakin dekatnya batas waktu penahapan pertama sertifikasi halal, maka diperlukan peranan pihak ketiga untuk
melakukan strategi percepatan sertifikasi halal. Oleh karena itu, adanya pendampingan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM,
khususnya UMKM produk makanan-minuman, merupakan solusi yang tepat dalam membantu percepatan dan memperluas
cakupan sertifikasi halal bagi UMKM mamin. Strategi kegiatan yang di rancang untuk menjawab persoalan percepatan serti-
fikasi halal dilakukan melalui enam langkah strategis (Gambar (1 )) dan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
tahun 2023 di Area Surabaya dan Mojokerto. Adapun langkah-langkah strategis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan

Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa

Strategi 3: Pelatihan sebagai PPH bagi Mahasiswa

Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan
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Strategi 5: Pendataan lanjutan data-data dan kondisi UMKM Mitra sekaligus pendampingan pengajuan sertifikasi halal
gratis (SEHATI)

Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL

Gambar 1 Diagram alir pelaksanaan kagiatan pengabdian masyarakat pendampingan sertifikasi halal.

1.3 Target Luaran
Adapun target dari pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pendampingan pengajuan sertifikasi halal gratis atas pernyataan
pelaku usaha (program SEHATI) khususnya bagi UMKM produsen makanan-minuman.

2. Memperbanyak jumlah UMKM produsen makanan-minuman yang tersertifikasi halal.

3. Memberikan upgrading pengetahuan melalui pelatihan kader penggerak halal melalui Pusat Kajian Halal (PKH) ITS
sebagai UMKM binaann ITS.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip hukum dasar halal bersumber dari Al Qur’an, Al Hadist, ijma, qiyas dan fatwa ulama. Sebagaimana telah disebutkan
dalam Al Qur’an QS Al-Baqarah ayat 168 “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat
di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan! Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu”; jelas bahwa Allah
memwajibkan bagi manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik (thayyib). Selain itu, dalam beberapa ayat di Al
Qur’an seperti QS Al-Baqarah ayat 171, 173, 219; QS Al-Maidah ayat 3-4, 94; QS Al-An’am ayat 121, 145; QS An-Nahl ayat
67, dan QS An-Nisa 43 bahwa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah
hukumnya adalah haram. Saat ini, produk olahan makanan dan minuman yang dimakan manusia terbuat dari berbagai makan
bahan yang kompleks, sehingga hukum halal-haram akan produk olahan tersebut menjadi syubhat dan memerlukan kehati-
hatian. Oleh sebab itu, adanya sertifikasi halal terhadap berbagai produk olahan makanan dan minuman sangatlah penting bagi
manusia [8].
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Produk halal sendiri memiliki pengertian adalah (1) produk yang menggunakan bahan yang jelas kehalalannya dan thayyib
(mutu dan keamanan); (2) produk yang dilakukan bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis, dan (3) produk yang peny-
impanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian produk bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Sehingga penjaminan
akan produk halal dimulai dari persiapan bahan, proses, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian produk
yang semua aspeknya diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Namun regulasi terkait sertifikasi halal mencakup
semua produk barang maupun produk jasa.

Produk barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan
barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Sedangkan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian termasuk dalam produk jasa [1].

Lima aspek yang ada dan diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yaitu: (1) komitmen dan tanggung jawab, (2)
bahan, (3) proses produksi halal, (4) produk, dan (5) pemantauan dan evaluasi. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk
membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Bahan sendiri dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1)
bahan baku atau raw material, (2) bahan tambahan atau additive, dan (3) bahan penolong atau processing aid.

Bahan baku adalah bahan dasar yng dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi
pangan. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan
untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Umumnya bahan-bahan ini berupa bahan
tambahan pangan. Sedangkan bahan penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak untuk dikonsumsi
sebagai pangan yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan
residu pada produk akhir. Ketiga penggolongan bahan tersebut telah di atur pada Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 748
Tahun 2021 dan No. 1360 Tahun 2021 [9]. KMA no 748 Tahun 2021 terkait bahan yang wajib bersertifikat halal sedangkan
KMA no 1360 Tahun 2021 untuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kedua KMA inilah yang dijadikan
pengangan bagi pelaku usaha dalam pengisian daftar bahan baik untuk pengajuan sertifikasi halal jalur regular ataupun self-
declare [10].

Seorang pelaku usaha (PU) dalam pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha maupun jalur regular harus cukup
jeli untuk mengidentifikasi semua bahan yang digunakan dalam proses produksinya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sangatlah
penting bari para Pelaku Usaha (PU) dan Pendamping Produk Halal (PPH) untuk mengenali dan mengidentifikasi semua macam
bahan yang digunakan dan terlibat dalam proses pembuatan produk khususnya bagi PU Industri Roti dan Kue, KBLI 10710 dan
sejenisnya. Mengingat KBLI ini banyak menggunakan bahan baku yang sangat kompleks sehingga memerlukan kehati-hatian
dalam menentukan halal-haramnya. Selain itu, seorang PU harus mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan
yang digunakan menjadi ketiga kelompok, yaitu: bahan baku, bahan baku tambahan, dan bahan baku penolong.

Khusus pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau biasa dikenal sebagai self-declare, semua bahan baik bahan
baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan harus telah memiliki sertifikasi halal dan atau berstatus sebagai
positive list, bahan yang dikecualikan dari kewajiban halal sesuai dengan KMA no.748 tahun 1360. Selain itu PU di wajibkan
menuliskan air yang digunakan, bahan kemasan, dan bahan untuk pencucian alat pada daftar bahan. Berdasarkan KepKa BPJPH
No. 57 Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan penyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (self-
declare), telah diatur bahwa bahan-bahan yang digunakan [11] (1) sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat
halal;atau (2) berupa bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal [9] meliputi bahan nabati; bahan hewani non
sembelihan (madu murni, royal jelly murni, telur segar, ikan segar, dll); bahan berasal dari proses fermentasi mikroba (tanpa
proses pengolahan/diolah secara fisik dan tanpa adanya penambahan bahan lain); bahan berasal dari air alam (air langsung
dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu); bahan kimia; dan bahan tambang [10]; (3) tidak menggunakan bahan
berbahaya atau dilarang seperti formalin, ganja, boraks, bahan lainnya sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku; (4)
khusus bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan wajib berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah
potong unggas, Tempat Potong Hewan (TPH)/Unggas, Unit Potong Hewan/Unggas yang sudah bersertifikat halal.

Sebagaimana PU menengah-besar ataupun PU yang memiliki jenis produk di luar Keputusan Kepala (KepKa) Badan Penye-
lenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 22 Tahun 2023 yang wajib mengajukan sertifikasi halal secara regular. Pelaku
usaha mikro-kecil yang skema pengajuan sertifikasi halal nya melalui jalur self-declare juga wajib memiliki dan mendaftarkan
SJPH dalam proses pengajuan sertifikasi halalnya [11]. Namun, dalam penyelenggaraannya SJPH bagi PU mikro-kecil dilakukan
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melalui sistem dan dokumen SJPH akan ter-generate otomotis pada sistem, https://ptsp.halal.go.id, setelah proses isian data
telah dilakukan.

3 METODE KEGIATAN

Strategi yang di rancang untuk mendukung dan membantu kesuksesan program SEHATI sekaligus merupakan kegiatan
percepatan sertifikasi halal UMKM dilaksanakan berupa kegiatan pengabdian masyarakat (Gambar (1 )). Adapan metode
pelaksanaan strategi tersebut adalah:

Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan secara calon UMKM dan memanfaatkan jaringan pertemanan UMKM
mitra binaan PKH-ITS sebelumnya.

Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa secara online baik secara mandiri
oleh tim pengabdian masyarakat juga bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal ITS.

Strategi 3: Pelatihan sebagai PPH bagi Mahasiswa dengan kerjasama Pusat Kajian Halal (PKH) ITS.

Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan yang mencakup enam materi wajib yang telah
sesuai dengan kurikulum pelatihan sebagaimana dipersyaratkan oleh BPJPH.

Strategi 5: Pendataan lanjutan data-data dan kondisi UMKM Mitra sekaligus pendampingan pengajuan sertifikasi halal
gratis (SEHATI).

Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL (https://ptsp.halal.go.id).

4 HASIL DAN DISKUSI

Sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau sertifikasi halal self-declare diatur melalui Keputusan Kepala Badan Penye-
lenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022. UMKM yang mengikuti program ini harus memenuhi ke-16
kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun
2022 [12]. Pendaftaran sertifikasi halal self-declare selain mengacu pada KepKaBan BPJPH No. 33 Tahun 2022 [12] juga mengacu
pada KepKaBan BPJPH No. 57 Tahun 2023 [13] untuk syarat dan alur pendaftarannya. Oleh sebab itu strategi yang dilakukan
untuk menjawab persoalan yang ada sebagaimana di telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Penjaringan calon UMKM mitra binaan.

Kegiatan penjaringan calon UMKM dilakukan secara online dengan menyebarluaskan informasi penjaringan melalui
media sosial (Gambar (3 )a) ataupun melalui jaringan pertemanan UMKM mitra binaan PKH-ITS sebelumnya; yang
mana dalam informasi tersebut disertakan link Gform untuk menjaring calon UMKM mitra binaan. Metode ini dirasakan
cukup efektif untuk menjaring UMKM di lokasi yang dituju (area Mojokerto dan Surabaya) juga telah diterapkan pula
pada area lain sebagaimana pada Gunawan et.al (2021) dan Nasori et.al (2024) [14] [15]. Hasil penjaringan memberikan 65
UMKM yang akan difasilitasi untuk program self-declare (Tabel ??) pada tahun 2023.

2. Strategi 2: Penjaringan dan Seleksi Calon Pendamping Produk Halal (PPH) Mahasiswa.

Strategi ini selain dilakukan secara mandiri oleh tim pengabdian masyarakat sebagaimana pelaksanaan strategi pertama
juga dilakukan bersama Pusat Kajian Halal ITS. Tim pengabdi melakukan rekruitmen PPH mahasiswa yang nantinya
akan membantu mendampingi UMKM Mitra binaan dalam pengajuan SEHATI.

Total sebanyak 26 mahasiswa yang terjaring dan bersedia membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini
dari berbagai departemen di ITS. Dua orang mahasiswa bertugas sebagai tim media dan publikasi, mengingat keduanya
adalah non muslim dan sesuai dengan peraturan tidak dapat bertindak sebagai pendamping proses produk halal (P3H).
Sedangkan 24 orang lainnya nantinya akan dilatih sebagai calon P3H.

3. Strategi 3: Pelatihan sebagai P3H bagi Mahasiswa.
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Gambar 2 Flyer untuk Penjaringan calon UMKM mitra binaan (a) dan Pelatihan Kader Penggerak Halal khusus UMKM mitra
(b).

Pelatihan dilakukan dilakukan bekerjasama antara Pusat Kajian Halal (PKH) ITS, dan BPJPH melakukan pelatihan Sistem
Jaminan Halal (SJH) bagi calon PPH mahasiswa. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran pada https://ptsp.halal.go.id/
sesuai dengan petunjuk pada Youtube https://www.youtube.com/watch?v=MKemxg9bjBc. Pelatihan dilakukan pada 4-10
Juli 2023. Sebanyak 24 mahasiswa lulus pelatihan memiliki nomor registrasi resmi sebagai P3H dari BPJPH (Gambar
(3 )b).

4. Strategi 4: Pelatihan Kader Penggerak Halal bagi UMKM Mitra binaan.

Pelatihan ini diberikan kepada pemilik pelaku usaha UMKM atau yang mewakili. Enam materi wajib yang harus diikuti
oleh pelaku UMKM yaitu: (1) Pengertian Halal dan Haram; (2) Pengenalan Najis; (3) Pengenalan Bahan Baku; (4) Pen-
genalan Sistem Jaminan Halal; (5) Sertifikasi Halal; dan (6) Keuangan Syariah. Pelatihan merupakan kerjasama antara
Pusat Kajian Halal (PKH) ITS dan Tekno Sains Academy (Gambar (3 )b).

Pelatihan ini dipandang sangat penting untuk diberikan kepada pelaku usaha UMKM selain untuk memberikan pema-
haman akan peraturan terkait sertifikasi halal secara perundang-undangan [16] [17] [18], pelatihan juga dapat memberikan
pemahaman karakter religius kepada pelaku usaha [19], sekaligus sebagai salah satu upaya dari pelaku usaha untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan akan produk-produknya khususnya akan jaminan kehalalan [20]. Oleh sebab itu, adanya
sertifikasi halal suatu produk juga turut memberikan kemaslahatan kepada masyarakat [21] [22] [23].

5. Strategi 5: Pendataan Lanjutan Data dan Kondisi UMKM Mitra Sekaligus Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal
Gratis (SEHATI).

Tahapan ini tim pengabdi bersama P3H mahasiswa akan mengadakan pertemuan offline dengan UMKM Mitra binaan
untuk melakukan pendataan terkait kelengkapan pengajuan sertifikasi halal, termasuk: data nomor aktif, pembuatan NIB,
daftar dan foto-foto bahan-bahan baku yang digunakan, foto-foto produk, uraian proses pembuatan dari produk-produk
yang akan didaftarkan sertifikasi halalnya. Pendampingan ini juga mencakup supervisi dalam pembuatan diagram alir
proses pengolahan pangan, matriks bahan baku dan produk, serta entri data-data pada website https://ptsp.halal.go.id
dalam rangka pengajuan sertifikasi halal.

6. Strategi 6: Pendaftaran Sertifikat Halal di laman SIHALAL.

Tahapan ini dilakukan entri data-data yang telah di verifikasi dan disiapkan terlebih dahulu di website SIHALAL untuk
pengajuan Sertifikasi HALAL GRATIS (program SEHATI). Semua UMKM yang terjaring pada strategi pertama telah
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didampingi dan difasilitasi sebagaimana langkah pada strategi kelima, 65 UMKM (Tabel 1). Namun tidak semua ke-
65 UMKM tersebut berhasil hingga proses pendaftaran SJPH di website SIHALAL (https://ptsp.halal.go.id/login.aspx)
dengan berbagai alasan yang ada. Hanya 41 UMKM, 63,08% UMKM, yang berhasil tuntas terfasilitasi. Sehingga hingga
proses pendampingan berakhir (Desember 2023), terdapat 48 sertifikat halal telah terbit dari 41 UMKM (Tabel 1).
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Memperhatikan data pada Tabel 1, sebanyak 32 UMKM atau 49,23% dari total 65 UMKM yang didampingi bergerak pada
bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710), dan Industri kue basah (KBLI 10792). Data ini juga menunjukkan bahwa
mayoritas UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan dan masih banyak UMKM di bidang ini yang belum terlayani
dalam pendampingan pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan sertifikasi halal sebagaimana yang telah dilakukan secara tidak
langusng turut mempercepat pemulihan ekonomi mikro khususnya di Surabaya [24]. Hal tersebut juga tercermin dari perkem-
bangan UMKM di Provinsi Jawa Barat [25], bahwa adanya pelabelan terhadap produk makanan dan minuman lokal sebagaimana
sertifikasi halal secara tidak langsung berdampak pada kemaslahatan masyarakat [21] [22] [23] dan perkembangan ekonomi [25].

Terlihat pada Tabel 2, UMKM Kue Lapis RJ dengan produk kue tradisional (Lapis coklat), air, daun pandan, garam, santan,
dan pengemas plastik telah dimasukkan sebagai daftar bahan. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan KepKa BPJPH No. 57
Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan penyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (self-declare),
bahwa air, bahan kemasan, dan bahan untuk pencucian alat harus dimasukkan pada daftar bahan halal sebagaimana daftar bahan
halal untuk pembuatan produk. Nantinya, daftar bahan yang kita masukkan melalui sistem akan terlihat pada dokumen SJPH
ter-regenerate sistem SIHALAL, https://ptsp.halal.go.id, dan dapat diunduh secara mudah [11].

Hal yang sama juga terlihat pada daftar bahan mitra binaan UMKM Dapoer Emplok-Emplok (Tabel 3), telah memasukkan air,
bahan kemasan, bahan untuk pencucian alat, dan bahan baku positive list pada daftar bahan yang telah diisikan di dokumen
SJPH melalui https://ptsp.halal.go.id. UMKM Dapoer Emplok-Emplok memiliki produk Strudel, kue bolen, kue lumpur, dan
pisang nugget sehingga buah kismis kering, kuning telur, labu kuning, dan pisang raja termasuk dalam bahan positive list, bahan
yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, sesuai KMA no 1360 Tahun 2021. Sedangkan box karton merupakan bahan
kemasan dan sunlight, cairan pencuci piring merupakan bahan untuk pencucian alat. Keduanya merupakan bahan yang telah
jelas kehalalannya [9].

Daftar bahan pada pengajuan sertifikasi halal skema regular dapat dilihat pada Tabel 3. Sebagaimana yang telah di atur pada
KepKa BPJPH No. 57 Tahun 2023 tentang manual SJPH untuk sertifikasi halal dengan penyataan halal pelaku usaha mikro
dan kecil (self-declare), khususnya terkait bahan yang didaftarkan pada daftar bahan adalah bahan yang sudah dipastikan keha-
lalannya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sedangkan bahan-bahan lain yang tidak memiliki sertifikat halal juga telah
diatur sebagaimana disebutkan di atas [11]. Khusus produk-produk makanan yang menggunakan bahan baku berupa produk
sembelihan seperti daging sapi maupun unggas, maka harus disertai sertifikat halal tanpa terkecuali. Oleh sebab itu peran sup-
plier daging yang telah tersertifikasi halal sangatlah kritis guna mendukung dan menyukseskan sertifikasi halal khususnya jalur
self-declare [26] [27].
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Namun, pada pendaftaran sertifikasi halal jalur regular, sertifikat halal tidak harus digunakan sebagai bukti kehalalan dari suatu
bahan baku. Sebagaimana Tabel 4, Tepung ketan hitam ikarie dan bubuk kayu manis ikarie yang digunakan dalam daftar bahan
belum memliki sertifikat halal. Akan tetapi, kedua bahan baku tersebut masih bisa digunakan sebagai bahan baku dari suatu
produk yang diajukan sertifikasi halalnya dengan menambahkan dokumen diagram alir proses pembuatan dari produsen sebagai
pengganti sertifikat halal. Dokumen diagram alir proses pembuatan yang disertakan harus berasal dari produsen bukan distrib-
utor dan menjelaskan alur pembuatan produk yang dimaksud telah dilakukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan proses
produk halal.

Bahan baku/ raw material, bahan tambahan/ additive, dan bahan penolong/ processing aid dapat dikelompokkan kembali men-
jadi tiga kelompok berdasarkan sifat kritis daripada bahan tersebut. Berdasarkan sifat kritis bahan, bahan dikelompokkan menjadi
tiga:(1) bahan tidak kritis atau yang disebut sebagai positive list yang telah diatur pada KMA No.1360 Tahun 2021 dan SK
LPPOM MUI No. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13; (2) bahan kritis, dan (3) bahan sangat kritis [9].

Bahan kritis adalah bahan yang berpotensi berasal, mengandung, atau bercampur dengan bahan haram seperti: perasa dari
minyak essensial, emulsifier dari minyak nabati, gelatin dari ikan, vitamin dari bahan kimia, dan produk microbial sederhana
seperti tahu, tempe, kecap. Selain sertifikat halal, surat keterangan terkait spesifikasi bahan, certificate of analysis (CoA), dia-
gram alir pembuatan produk, pernyataan fasilitas bebas babi dan turunannya, serta kuesioner halal dapat digunakan sebagai
pengganti.

Sedangkan bahan sangat kritis adalah bahan yang berasal dari atau mengandung hewan sembelihan dan turunannya, bahan yang
sulit ditelusuri kehalalannya, bahan yang mengandung bahan kompleks. Khusus bahan sangat kritis ini dalam penggunaannya
harus digunakan sertifikat halal untuk menunjukkan kehalalannya, tanpa terkecuali [26]. Oleh sebab itu, identifikasi bahan dalam
pengajuan sertifikasi halal sangatlah penting, mengingat bahan merupakan salah satu aspek yang wajib ada dalam SJPH.
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Gambar 3 Tim PKH ITS saat melakukan penjaringan UMKM untuk pendampingan sertifikasi halal (kiri) dan salah satu
anggota tim PKH ITS bersama pelaku usaha mitra binaan PKH ITS (kanan).

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kegiatan ini, terdapat 65 UMKM yang kami fasilitasi untuk program self-declare pada tahun 2024. Sebanyak 32 UMKM
atau 49,23% dari total 65 UMKM yang didampingi bergerak pada bidang industri produk roti dan kue (KBLI 10710), dan
Industri kue basah (KBLI 10792). Strategi yang diterapkan cukup efektif dalam percepatan sertifikasi halal untuk UMKM di
Kota Surabaya dan sekitarnya, total 63,08% UMKM binaan berhasil terfasilitasi dan mencapai target mendapatkan Sertifikat
Halal.
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